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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil’alamin, Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanawata’ala, Dokumen
Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sulawesi Selatan telah tersusun.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan menjadi salah satu isu strategi Nasional, dimana
sesuai dengan Arahan Presiden Joko Widodo yang telah mentargetkan angka kemiskinan ekstrem
tahun 2024 sebesar 0%. Agar dapat mewujudkan cita cita luhur Presiden Joko Widodo tersebut,
dibutuhkan sinkronisasi, koordinasi dan upaya Bersama yang melibatkan seluruh Stakeholder sehingga
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat saling berkesinambungan dengan baik.

Rencana Aksi Tahunan (RAT) disusun berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya
Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi. Dokumen RAT Ini merupakan rencana
kerja Pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Aksi ini secara garis besar berisi Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
Sulawesi Selatan pada tahun 2024, serta program penanggulangan kemiskinan yang akan dijalankan,
beserta Perangkat Daerah pemangkunya serta pagu anggaran indikatif. Dengan adanya rencana aksi
ini diharapkan Provinsi Sulawesi Selatan bisa menurunkan angka kemiskinan dan disparitas kemiskinan
antara desa dan kota semakin mengecil.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kontribusinya dalam
penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan lintas sectoral
dalam merumuskan kebijakan dalam Upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, 24 Desember 2023
Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan = merupakan  suatu
kondisi dimana seseorang atau sekelompok
orang tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya, seperti pangan,
sandang, tempat tinggal, Pendidikan dan
Kesehatan yang layak. Penduduk miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita perbulan di bawah
Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari
hasil survey/ sampel.

Tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 disebutkan
bahwasanya Kemiskinan =~ merupakan
masalah multidimensi, dikarenakan
kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan
besar kecilnya pendapatan, melainka juga
berkaitan dengan beberapa hal yaitu (i)
Kerentanan dan kerawanan orang atau
Masyarakat untuk menjadi miskin; (ii)
Terpenuhi atau tidaknya hak-hak dasar
warga; (iii) perlakukan terhadap seseorang
atau kelompok orang dalam menjalani
kehidupan secara bermartabat.

Kemiskinan adalah persoalan yang

dihadapi di seluruh dunia dan menjadi isu

global, dimana tanpa kemiskinan ditetapkan
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sebagai tujuan pertama dari 17 tujuan dalam Suistainable Development Goals (SDGs). Dengan
demikian pengentasan kemiskinan di dunia menjadi salah satu kesekapatan yang harus dicapai
semua negara termasuk Indonesia, sehigga kebijakan dan strategi diterapkan di seluruh tingkat
pemerintahan (nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan melibatkan dunia usaha, LSM
serta berbagai pihak lainnya, dengan tujuan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
Indonesia.

Secara umum kondisi kemiskinan di Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan Provinsi
lain di Indonesia pada periode Maret 2023, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) dapat disajikan pada Grafik 1.1 berikut:

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin (%) Nasional, Menurut Provinsi, Maret 2023
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Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Dalam grafik diatas, dapat dilihat bahwasanya periode Maret 2023, Provinsi Sulawesi
Selatan tidak termasuk dalam 15 Provinsi Termiskin di Indonesia dengan Persentase penduduk
miskin Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Maret 2023 sebesar 8,70 persen atau sejumlah
788.85 ribu jiwa, dan berada di bawah persentase penduduk miskin nasional yaitu sebesar 9.54
persen.

Dalam penanganan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menitik
beratkan pada kondisi kemiskinan ekstrem yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, dengan fokus
pengentasan kemiskinan ekstrem. Adapun kemiskinan ekstrem dapat dikatakan sebagai
kemiskinan yang absolut, dengan melihat dimana seseorang atau keluarga hidup berada di bawah
garis kemiskinan yang sangat parah dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan ekstrem ini telah menjadi perhatian dunia, dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa
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(PBB) telah menetapkan bahwsanya pada tahun 2030 kemiskinan ekstrem sudah harus diakhiri.
Adapun tingkat kemiskinan ekstrem menurut Provinsi untuk periode 2022-2023, tertuang dalam
gambar grafik sebagai berikut :

Grafik 1.2 Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) menurut Provinsi, Maret 2022 - Maret 2023
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Sumber : Susenas BPS
Grafik diatas menunjukan bahwasanya kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi
mengalami penurunan sebesar 0.53 % pada periode Maret 2023, dimana Tahun Maret 2022
sebesar 1,54 persen menjadi 1,01 persen di periode Maret 2023.
Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama
penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu :
1. Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial
2. Peningkatan akses pelayanan dasar
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan
4

Pembangunan yang inklusif.

Dengan memperhatikan 4 prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan di

Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan empat strategi utama yaitu :

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkankemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan
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4. membentuk sinergi kebijakan dan programpenanggulangan kemiskinan.

Strategi dituangkan melalui bantuan sosial, pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan usaha
ekonomo mikro dan kecil, serta program lainnya dengan tujuan meningkatkan kegiatan ekonomi
yang tertuang dalam komitmen daerah dan dijabarkan dalam program, kegiatan, subkegiatan dan
pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Negara, sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, yang mempunyai tugas melakukan
koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan. Untuk itu melaksanakan fungsi dimaksud maka Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan menyusun kerangka berfikir logis yang dituangkan

dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusun RAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah sebagai
berikut :
1. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan,
program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk Tahun 2024;
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
3. Sebagai salah satu instrument penghitungan pencapaian kinerja pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dalam penanggulangan kemiskinan
Adapun tujuan penyusunan RAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
adalah sebagai berikut :
1. Terintegrasinya Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
Sulawesi Selatan ke dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
2. Sebagai dasar dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang

penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam dokumen Renja Kerja (Renja) OPD.

3. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan
nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan dan pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan  (Sustainable  Development Goals/SDG’s) terutama tujuan

BAB | '
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penanggulangan kemiskinan;
4. Implementasi Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 bahwa TKPK Provinsi menyusun

RAT sebagai agenda tahunan penanggulangan kemiskinan daerah.

4.1. Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional

Dasar hukum penyusunan RAT Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah
sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

2. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan
perluasan program - program rakyat.

3. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang
berkeadilan sebagai arah implementasi program - program percepatan
penanggulangan kemiskinan

4. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian.

6. Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja
serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/ Kota;

7. Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;

8. Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis
Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

9. Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

10. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.2/9839 /Bangda Terkait Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan Penghapusn Kemiskinan Ekstrem.

4.2. Sistematika Penulisan
Dokumen RAT Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

1. BABI: Pendahuluan

BAB |




Rencana Aksi Tahunan (RAT)
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2024

Bab II : Hasil Evaluasi Kinerja

Bab III : Kebijakan dan Strategi Tahun 2024

BAB IV : Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Bab V: Penutup

2
3.
4.
3
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BAB 2

HASIL EVALUASI KINERJA

2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Secara umum, tingkat kemiskinan di
Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi pada
periode Maret 2017 sampai dengan Maret
2023, baik dari sisi jumlah maupun
persentase. Sebagaimana tertuang pada
gambar 1, pada September 2017, Maret
2020 dan September 2020 terjadi kenaikan
angka kemiskinan. Pada periode September
2017 kenaikan jumlah dan persentase
penduduk miskin dipicu oleh kenaikan

harga barang kebutuhan pokok, dan pada

periode Maret 2020 hingga September 2020, disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 yang
melanda dunia.
2.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan
Adapun perkembangkan tingkat kemiskinan Maret 2017 sampai dengan Maret 2023 berdasarkan
data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat disajikan pada Gambar 1 berikut :
Grafik 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan,
Maret 2017 - Maret 2023
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Setelah mengalami penurunan persentase penduduk miskin secara berturut-turut pada
periode September 2020 (8,99 persen) ke Maret 2021 (8,78 persen) sebesar 0,21 persen dan
menurun kembali di September 2021 (8,63 persen) sebesar 0,15 persen, provinsi Sulawesi
Selatan kembali mengalami peningkatan sejak periode Maret 2022 sampai dengan Maret 2023.
Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2023 mencapai 788,85 ribu orang
Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 6,5 ribu orang. Sementara
jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin juga meningkat sebanyak 11,41
ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 8,70 persen, naik 0,04
persen poin terhadap September 2022 dan terhadap Maret 2022 juga mengalami kenaikan 0,06

persen poin.

Adapun keberadaan wilayah perdesaan dan perkotaan di provinsi Sulawesi Selatan cukup
mempengaruhi kenaikan tingkat kemiskinan, sebagaimana yang data jumlah penduduk miskin
menurut daerah yang disampaikan oleh BPS sebagai berikut :

Grafik 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (Ribu Orang) Menurut Daerah,
Maret 2022 - Maret 2023
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Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Berdasarkan dari daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 - Maret 2023 jumlah
penduduk miskin perkotaan naik sebesar 2,9 ribu orang, dan di perdesaan naik sebesar 8,5 ribu
orang. Adapun persentase kemiskinan di perkotaan turun 5,07 persen menjadi 5,01 persen,

sedangkan di perdesaan naik dari 11,53 persen pada Maret 2022 menjadi 11,91 persen pada

Maret 2023.
BAB Il H
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2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi
Selatan, Maret 2022 - Maret 2023

Selain jumlah dan persentase penduduk miskinan, hal lain yang perlu diperhatikan adalah
mengatasi kedalamam kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks kedalaman kemiskinan
adalah ukuran rata-ata kesenjangan pengeluran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan.

Di provinsi Sulawesi Selatan untuk periode September 2022-Maret 2023, Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,566, naik dibandingkan September
2022 yang sebesar 1,498. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode
yang sama mengalami kenaikan dari 0,353 menjadi 0,408. Apabila dibandingkan berdasarkan
daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1) untuk perkotaan sebesar 0,712, sedangkan di perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai
2,310. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar
0,163, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,621. Sebagaimana tertuang dalam
tabel berikut :

Tabel 2.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2) di Sulawesi Selatan Menurut Daerah, Maret 2022 - Maret 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Maret 2022 0,764 1,868 1,364
September 2022 0,761 2,131 1,498
Maret 2023 0,712 2,310 1,566

Indeks Keparahan Kemiskinan (Pz)

Maret 2022 0,179 0,432 0,316
September 2022 0,155 0,523 0,353
Maret 2023 0,163 0,621 0,408

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

2.1.3 Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, Maret 2022 - Maret 2023
Garis kemiskinan adalah suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non

makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah
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penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Berikut disajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2023
di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2022 - Maret 2023

Daerah/ Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Makanan  Bukan Makanan Total

Perkotaan
Maret 2022 298.268 120.903 419.172
September 2022 316.179 127.538 443.717
Maret 2023 329.012 129.847 458.859
Perubahan Maret 2022 - Maret 2023 (%) 10,31 7,40 9,47
Perubahan Sep’ 2022 - Maret 2023 (%) 4,06 1,81 3,41
Perdesaan
Maret 2022 300.359 83.054 383.414
September 2022 316911 88.302 405.213
Maret 2023 322.682 93.850 416.532
Perubahan Maret 2022 - Maret 2023 (%) 7,43 13,00 8,64
Perubahan Sep’ 2022 - Maret 2023 (%) 1,82 6,28 2,79
Total
Maret 2022 299.433 100.322 399.755
September 2022 316.597 106.355 422952
Maret 2023 325418 110.607 436.025
Perubahan Maret 2022 - Maret 2023 (%) 8,68 10,25 9,07
Perubahan Sep’ 2022 - Maret 2023 (%) 2,79 4,00 3,09

Sumber Diolah Data : dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, September 2022, dan Maret 2023
Garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2023 adalah sebesar Rp.
436.025,- per kapita per bulan. Dibandingkan dengan bulan September 2022, garis kemiskinan
naik sebesar 3,09 persen. Komponen garis kemiskinan (GK), terdiri atas Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Jika memperhatikan pada tabel
2.2 diatas, bisa diliat bahwasanya peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar
dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, dengan besarnya sumbangan GKM terhadap GK

pada Maret 2023 sebesar 74,63 persen.
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Adapun garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata
rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar
tidak dikategorikan miskin. Secararata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023
adalah sebesar Rp. 2.341.454,- / bulan naik sebesar Rp. 19,83 persen dibanding kondisi
September 2022 dengan nilai sebesar Rp. 1.954.454,- / bulan.

Tabel 2.3 Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2022 - Maret

2023
Garis Kemiskinan Rata-rata Anggota Garis Kemiskinan
Tahun per Kapita (Rp/ Rumah Tangga Rumah Tangga
kapita/ bulan) Miskin Miskin (Rp/ rumah
tangga/ bulan)
‘September 2022 422952 4,62
Maret 2023 436.025 5,37 2.341.454
'Perubahan September 3,09 16,23 19,83

2022-Maret 2023 (%)

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode

September 2022-Maret 2023 antara lain adalah:

1. Pada periode Maret 2023 terhadap September 2022 terjadi kenaikan Indeks Harga
Konsumen secara umum sebesar 1,95 persen. Sementara kenaikan harga komoditi makanan
sebesar 5,15 persen di periode yang sama (Sept22 - Mar23). Tingkat inflasi Maret secara y-
0-y (Maret 2023 terhadap Maret 2022) sebesar 5,86 persen.

2. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan [-2023 terhadap triwulan [-2022 mengalami
pertumbuhan sebesar 5,29 persen (y-on-y). Namun pada sektor padat karya seperti
Pertanian, Kehutanan, Perikanan; Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan; Transportasi; dan
Lainnya tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya.

3. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan [-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami
kontraksi pertumbuhan sebesar -5,57 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha
Konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar -19,49 persen.

4. Perkembangan indikator makro selama Bulan Maret 2023 dibandingkan dengan Bulan
September 2022 menunjukkan penurunan dengan mengikuti pola musiman yang biasanya
berjalan. Indikator makro mengarah pada penurunan luas panen sebesar sekitar 13 ribu

hektar diikuti dengan produksi padi yang menurun sebesar 108,1 ribu ton GKG.
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5. Persentase setengah pengangguran naik 0,29 persen poin (6,84 persen menjadi 7,13 persen),
sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 2,49 persen poin (30,49 persen

menjadi 32,98 persen) pada Februari 2023 jika dibandingkan Februari 2022.

2.1.3 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan

Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus pemerintah sebagaimana amanat
dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan
Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem
diturunkan menjadi 0% pada Tahun 2024.

Untuk memastikan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana Arahan
Presiden RI, Kemenko PMK memprakarsai Inpres Percepatan Penghapusan Miskin Ekstrem.
Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang “Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” ditetapkan
pada 8 Juni 2022. Dimana menginstruksikan kepada 22 Kementerian dan 6 Lembaga serta
seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk bekerja sama antar kementerian/Lembaga maupun
Pemerintah Daerah melalui keterpaduan dan sinergi program kegiatan dalam rangka
penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No. 4 Tahun 2022, menugaskan Gubernur
untuk:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di

wilayah provinsi;

2. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan

oleh Bupati/ Walikota;

3. Menyusun Program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dalam ranngka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk
pemutakhiran data penerima dengan nama dan Alamat (by name by address);

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/ Walikota terkait pelaksanaan

percepatan penghapusan kemiskinan
Sebagaimana yang telah tertuang pada Bab 1, bahwasanya data kemiskinan ekstrem di Provinsi
Sulawesi Selatan pada periode Maret 2023 sebesar 1,01 persen. Jika dibandingkan dengan
Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tergambar dalam

grafik 2.2 sebagai berikut :
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Grafik 2.2 Persentase Kemiskinan Ekstrem Menurut Kabupaten/ Kota, Maret 2023

Makassar 4.58
Sidenreng Rappang 511
Parepare 5.41
Wajo 6.57
Luwu Timur 6.81
Gowa 7.36
Bulukumba 7.39
Soppeng 749
Palopo 7.78
Takalar 8.25
Barru 8.4
Pinrang 8.79
Sinjai 88
Bantaeng 9.07
Maros 9.43
Bone 10.58
Toraja Utara 1165
Tana Toraja 1218
Kepulauan Selayar 12.24
Enrekang 12.39
Luwu 12.49
Luwu Utara 13.22
Jeneponto 1273
Pangkep 1392
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Persentase Penduduk Miskin Ekstrem

Terkait Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penanggulangan penghapusan
kemiskinan ekstrem, telah dibentuk aplikasi SIAP BOSS sebagai sebuah instrument dalam
penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam aplikasi
tersebut terlihat program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
menyasar langsung Masyarakat P3KE yang telah diverifikasi dan validasi oleh Kabupaten/ Kota.
Adapun gambar aplikasi tersebut sebagai berikut :

Gambar 2.1 Aplikasi SIAP BOSS

|l

Q B nitps/fsiapboss sulselprop.com/pppke-prokeg-skpd 2 & In O 5 =

. bidangppm
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2.2. Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Provinsi Sulawesi Selatan

Menindaklanjuti surat tekegram dari Kemendagri Nomor 460/7460/Bangda bahwa
dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, telah terbit Keputusan Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Penerapan Sumber dan Jenis Data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sumber data tersebut adalah Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
beserta pemitakhiran yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahtaraan.

Data pensasaran percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimaksudkan
sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pelaksanaan intervensi
kemiskinan untuk memafaatkan data P3KE. Adapun data P3KE terdiri dari :

a. Data sebaran jumlah individu/ keluarga (tanpa nama dan Alamat) menurut variable

terpilih di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan;

b. Data individu/ keluarga (tanpa nama dan Alamat) menurut variable terpilih di

tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan;

c. Data individu/ keluarga dengan nama dan Alamat (by name by address) menurut

variable terpilih di tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan.

Data sebaran P3KE sebagaimana butir 2a dapat diakses melalui laman situs :
p3ke.kemenkopmk.go.id setelah membuat akun pada laman situs tersebut. Data P3KE
dimanfaatkan untuk melengkapi Data Terpasu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan untuk
meningkatkan akurasi pensasaran program untuk dapat menjangkau keluarga miskin ekstrem
yang belum mendapat program yaitu yang exclusion error. Kemudian sebagai bentuk nyata
kolaborasi dan sinergitas tindak lanjut Data P3KE Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah
menyampaikan kepada Kabupaten/ Kota melalui Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 401/10947/Bappelitbangda yang salah satunya yaitu menyampaikana kepada
Tim TKPK Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi Data P3KE
dan DTKS yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati/ Walikota.

Adapun sebaran data P3KE Desil 1 sampai dengan Desil 3 di Provinsi Sulawesi Selatan

adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.4 Jumlah KK Desil 1, Desil 2 dan Desil 3

Berdasarkan data P3KE
No. Kab/Kota Jumlah Keluarga Jumlah Individu
1 Kep. Selayar 9543 43549
2 Bulukumba 27078 116791
3 Bantaeng 16418 65711
4 Jeneponto 33468 142575
5 Takalar 19914 85774
6 Gowa 49917 223947
7 Sinjai 14570 72743
8 Bone 54555 251560
9 Maros 26187 115198
10 Pangkep 30163 129790
11 Barru 11488 54594
12 Soppeng 16188 69958
13 Wajo 23227 102556
14 Sidrap 14176 66455
15 Pinrang 25470 119381
16 Enrekang 13484 71334
17 Luwu 21781 113735
18 Tana Toraja 17369 96611
19 Luwu Utara 28982 131554
20 Luwu Timur 15711 76984
21 Toraja Utara 14133 83991
22 Makassar 47046 228596
23 Pare pare 5022 25908
24 Palopo 31152 53900

2.3. Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
Dalam rangka menindaklanjuti upaya penanggulangan kemiskinan maka dilakukan
penyusunan program - program kegiatan sebagai pendukung kebijakan penanggulangan
kemiskinan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja
dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten/ Kota, dalam pasal 18 menyatakan bahwa program - program
penanggulangan kemiskinan terdiri atas program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu
berbasis rumah tangga, keluarga dan indivisu, program pemberdayaan Masyarakat dan
penguatan pelaku usaha mikro dan kecil serta program lainnya yang mendukung secara langsung

atau tidak langsung dalam penanggulangan kemiskinan.
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Program-program penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari Anggaran

Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

KODE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET DAN ANGGARAN|

TARGET

ANGGARAN
(RP)

LOKASI

PEMANFAAT
P3IKE

CATATAN PENTING

OPD

DAYA AIR (SDA)

KEMISKINAN 245,242,165,639
KEMISKINA EKSTREM 141.185,072,476
STUNTING 0
1 Meng ,_'_Bebm Peng an Keluarga Miskin [ Bantuan Langsung / 374,738,682,315
Sosial |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
11 1.02.02 | KESEHATAN PERORANGAN DAN 8,637,341,590
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan unink UKP
et el Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 8133008
Daerah Provinsi
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana
dan Prasarana Pendukungnya PROV SULAWESI
1.1.1.1 |1.02.02.1.01.0001 P3KE: 0 100,000,000 SELATAN 0 ORANG BPJS PROV SULSEL
STUNTING : 0
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis penyediaan obat-obatan untuk
:Iaka:‘ Bﬂ:l“z;l !ﬂ;;das Hab;s l;ak:;saksm. PROV SULAWESI kegiatan plelayaplaumkegmun
1112 |102.02.1.01.0025 | Makanan e 24 Zoma 742,387,000 | SELATAN 0ORANG | berBerak (lokasi lokasi kepulauan | g g RESEHATAN
Kesehatan 24 Kab/Ko dan terluar), kegiatan siaga Brigade
P3KE - 0 Bencana, kegiatan Baperstock obat
STUNTING : 0 (total Rp. 516 000.000)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP
112 1.02.02.1.02 | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat 7.794,954,590
Daerah Provinsi
bantuan pelayanan kesehatan dan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi penyuluhan kepada keluarga yang
Masyarakat 256511 PROV SULAWESI beresiko stunting, mpasi, tablet
1121 |1.02.02.1.02.0006 P3KE - 0 ) 7.794,954.590 SELATAN 0 ORANG on E DINAS KESEHATAN
STUNTING : 0 suplemen makananan untuk ibu
hamil dan menyusw serta balita
12 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER 54,155,585,571

BAB Il .







